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UMUM

Dalam rangka melaksanakan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dan untuk Ilebih mendorong pembangunan nasional serta
perkembangan dunia usaha sektor-sektor tertentu dengan membantu
tersedianya barang-barang vyang bersifat strategis, perlu diberikan
kemudahan dalam bidang perpajakan berupa pembebasan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak
Tertentu yang dinyatakan sebagai Barang Kena Pajak yang Bersifat
Strategis.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013
bahwa barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di
bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi in casu
Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sehubungan dengan hal di atas maka beberapa ketentuan mengenai

impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu, perlu dilakukan
penyempurnaan sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001
tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang
Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang
dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai perlu diganti.
Tujuan diberikannya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan
Nilai adalah dalam rangka keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang
berprioritas tinggi dalam skala nasional dengan tetap memperhatikan daya
saing nasional.

Pemberian kemudahan di bidang perpajakan ini bersifat sementara,
apabila dunia usaha sektor-sektor tertentu tersebut sudah mandiri, maka
kemudahan dibidang perpajakan tersebut tidak perlu diberikan lagi.

Agar dalam penerapannya tidak menyimpang perlu dilakukan
pengawasan dan dalam hal fasilitas yang diberikan tidak digunakan sesuai
dengan maksud dan tujuan diberikannya kemudahan di bidang perpajakan
tersebut, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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